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BAB VI
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data
penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian yang behubungan dengan Efektivitas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Dumai Dalam Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-El) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan
Dari uraian hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan dapat

disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-El) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Dumai dikategorikan efektif, kanyataan ini terbukti dari
penelitian yang peneliti lakukan terhadap 3 (tiga) indikator yaitu:
pendekatan sumber (resource approach) diperoleh 943 skor,
pendekatan proses (process approach) diperoleh 927 skor, dan
pendekatan sasaran (goal approach) diperoleh 925 skor. Efektivitas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Dalam

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
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berdasarkan 74 responden diperoleh total skor secara keseluruhan
sebanyak 2.795 yang terletak antara rentang 2.221-3.330 dengan
persentase 83,93% yang berada pada kategori efektif.

Faktor pendukung pada Efektivitas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Dumai Dalam Pelayanan Penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP-El) yaitu terdapatnya pendekatan sumber
(resource approach) pada efektivitas pelayanan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Hal ini dapat dilihat dari adanya
perlengkapan pendukung lain seperti kertas, bolpoin, tinta, dan lain-
lain serta adanya professional pegawai pelaksana pelayanan Kartu
Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan terdapatnya pendekatan
proses (process approach) pada efektivitas pelayanan penerbitan
Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Hal ini ditandai dengan
adanya mekanisme pelayanan penerbitan pada efektivitas pelayanan
penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan
persyaratan dalam proses penerbitan pada efektivitas pelayanan
penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Sedangkan faktor penghambat pada Efektivitas Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Dalam Pelayanan Penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP-El) yaitu terdapatnya pendekatan sasaran
(goal approach). Hal ini ditandai dengan masih rendanhnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
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elektronik (KTP-el) dan masih kurangnya ketepatan waktu
penyelesaian penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang ingin peneliti sampaikan
yaitu:

Disarankan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Dumai sebagai salah satu pihak instansi pemerintah yang
setiap harinya selalu melayani masyarakat agar senantiasa selalu
meningkatkan pelayanan terutama dalam pelayanan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) supaya kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diterima akan terus meningkat.

Disarankan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Dumai agar pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
elektronik  (KTP-el) lebih memperhatikan ketepatan waktu
penyelesaian penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

agar sesuai dengan aturan yang ada.
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